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Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan
kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pel aksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan
Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang
digjukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan
untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk
dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di wilayah Notaris bersangkutan menjabat. Mgjelis Kehormatan
Notaris Wilayah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris yang disampaikan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim.
Berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020, Notaris KN menggugat
KetuaMajelis Kehormatan Notaris Provins Riau kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena
mengeluarkan surat keputusan yang berisi persetujuan pemanggilan atas dirinya yang disampaikan oleh
Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Riau. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Notaris
KN merasa dirugikan dan merasatidak pernah membuat Akta yang dilaporkan pada Kepolisian Daerah
Riau. Dalam Aktatersebut terdapat dugaan tindak pidana “ membuat dan menggunakan surat palsu”. Adapun
saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya kesadaran bagi Notaris, bahwa dalam menjalankan
wewenangnya ia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menjadi keharusan juga untuk
memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya, dan tidak memperhitungkan materi diatas kebenaran dan
kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh para penghadap maupun masyarakat luas.

...... Notary as a public officia who fully makes an authentic deed cannot be separated from errors and
mistakes. Mistakes and errors that occur during the exercise of a Notary's authority result in the Notary
concerned being sued by a person or civil legal entity. In order to comply with aclaim filed against a
Notary, investigators, public prosecutors or judges must summon the Notary concerned for information.
Investigators, public prosecutors or judges when summoning a Notary to request information, must send a
letter requesting approval for the summons of a Notary to the Regional Notary Honorary Council in the area
where the Notary concerned holds office. The Regional Notary Honorary Council has the authority to
approve or reject requests for approval to summon a Notary submitted by investigators, public prosecutors
or judges. Based on the case in Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020, Notary KN sued the
Head of the Riau Province Notary Honorary Council to the State Administrative Court for issuing adecision
letter containing approval for summons submitted by the Riau Regional Police Criminal Investigation
Directorate. With the issuance of the decree, Notary KN felt aggrieved and felt he had never made a deed
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which was reported to the Riau Regional Police. In the deed there is an alleged crimina act of "making and
using fake letters'. Asfor the advice that can be given, namely the need for awareness for Notaries, that in
exercising their authority they provide certainty, order and legal protection for interested parties as well as
for society as awhole. So that it is also mandatory to provide information on the deed he made, and not to
take into account the material above the truth and legal certainty that should have been owned by the
appearers and the wider community.



